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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN ANALISIS JABATAN
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan penataan
kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang
berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan
pada setiap satuan organisasi dan untuk mewujudkan
Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil
guna sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang
penghitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
yang tepat;

bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembuatan Analisis Jabatan di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan organisasi saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Penyempurnaan Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk
Pelaksanaan  Pembuatan Analisis Jabatan di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis
Jabatan;

Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri
Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor
02/PSB/M.PAN-RB/8/2011, 800-632 Tahun 2011,
141/PMK.01/2011 tentang penundaan Sementara
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah enam kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005;

Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2004 tentang
Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia;
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9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05
Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN ANALISIS
JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
Lembaga Negara dan Badan Pemerintahan.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

Jabatan Fungsional Tertentu adalah tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan
untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk kenaikan pangkatnya
disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan Fungsional Umum adalah tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan
tugas pokok berdasarkan keterampilan untuk mencapai tujuan
organisasi dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan
angka kredit.

Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas
isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau
menyatu dalam satu wadah jabatan.

Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan
dan penyusunan data jabatan untuk dianalisis, disusun dan disajikan
menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu
disajikan untuk kepentingan program penataan kelembagaan dan
kepegawaian.

Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik
jabatan, meliputi nama jabatan, kode jabatan, kedudukan jabatan
dalam organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja,


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

